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ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM SENGKETA
HARTA GONO-GINI AKIBAT PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Oleh
MUHAMMAD TRIO MULYANA

Harta gono-gini merupakan salah satu aspek yang kerap menjadi sumber sengketa
dalam kasus perceraian. Perselisihan mengenai pembagian harta gono-gini kerap
kali diajukan ke Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk mendapatkan
penyelesaian hukum yang adil. Penyelesaian sengketa harta gono-gini dapat
diselesaikan melalui mediasi. Namun, pada praktiknya mediasi belum banyak
digunakan. Perlu dikaji mengenai efektivitas mediasi dalam sengketa harta gono-
gini dan peran mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di wilayah
Pengadilan Agama Gedong Tataan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan
menggunakan tipe pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif.
Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Data yang
dikumpulkan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Setelah data
diperoleh akan diolah dengan cara pemeriksaan data dan kemudian dianalisis secara
kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan keefektifan mediasi dalam sengketa harta gono-gini
akibat perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan
berdasarkan terori efektivitas hukum dapat dilihat dalam dua bentuk. Pertama, jika
dilihat dari penerapan Perma No. 1 Tahun 2016, maka perma sudah efektif karena
semua prosedur yang ada di Perma tersebut telah dilaksanakan. Kedua, jika dilihat
dari tingkat keberhasilan mediasi, Perma tersebut menunjukan keberhasilan yang
cukup baik namun perlu peningkatan. Faktor yang menentukan keberhasilan dan
kegagalan mediasi sengketa harta gono-gini akibat perceraian meliputi; pihak
internal, pihak eksternal, itikad baik dan tidak baik, adanya perjanjian dan kaukus.
Pihak internal menjadi faktor utama penentu keberhasilan atau kegagalan dalam
mediasi. Peran mediator berpengaruh dalam meningkatkan keberhasilan mediasi,
peran tersebut meliputi; mempelajari kasus secara mendalam, bersikap netral,
melakukan pendekatan emosional dan membacakan ulang resume mediasi.

Kata kunci : Harta Gono-Gini, Mediasi, Perceraian



ABSTRACT

ANALYSIS THE EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN
MARITAL PROPERTY DISPUTES DUE TO DIVORCE
AT PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

By
MUHAMMAD TRIO MULYANA

Marital property is one of the aspects that frequently becomes a source of dispute
in divorce cases. Disagreements over the division of marital property are often
brought before the Pengadilan Agama Gedong Tataan to seek a fair legal
resolution. The resolution of marital property disputes can be pursued through
mediation.However, in practice, mediation is not widely utilizied. It is necessary to
examine the effectiveness of mediation in marital property disputes and the role of
mediators in enhancing mediation success at Pengadilan Agama Gedong Tataan.

This research employs a normative-empirical research type with a descriptive
approach. The problem approach used is juridical-normative. Data collection
methods include literature studies and interviews. After data is obtained, it will be
processed through data verification and then analyzed qualitatively.

The research findings indicate that the effectiveness of mediation in marital
property disputes resulting from divorce through mediation at Pengadilan Agama
Gedong Tataan based on theory legal effectiveness can be seen in two forms. First,
from the perspective of Perma No. 1 Tahun 2016 implementation, the regulation is
considered effective since all procedures outlined in have been followed. Second,
when viewed from the success rate of mediation, the regulation shows fairly good
results, but further improvements are needed. Factors determining the success or
failure of mediation in marital property disputes due to divorce include internal
parties, external parties, good and bad faith, the existence of agreements, and
caucuses. Internal parties are the primary determining factor for success or failure
in mediation. The role of the mediator also influences the success of mediation; this
role includes thoroughly studying the case, maintaining neutrality, employing
emotional approaches, and reviewing the mediation summary with the parties
involved.

Keywords: Marital Property, Mediation, Divorce
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan
manusia, baik dari segi agama, budaya, maupun hukum. Di Indonesia, perkawinan
diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah suatu
ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan
berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum
Islam, perkawinan dipahami sebagai sebuah pernikahan, yaitu sebuah ikatan yang
sangat kuat atau mitsagan ghalidzan yang mengharuskan pasangan untuk
menjalankan perintah Allah. Proses pernikahan ini tidak hanya dilihat sebagai
kesepakatan antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki
makna spiritual mendalam, di mana pelaksanaannya merupakan salah satu cara
untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mematuhi aturan-aturan yang telah

ditetapkan dalam ajaran Islam.!

Perkawinan sebagai fondasi utama dalam pembentukan keluarga, yang memiliki
makna penting dalam melestarikan nilai-nilai, tradisi dan keberlangsungan
masyarakat. Dalam konteks hukum, perkawinan memiliki implikasi yang luas, baik
dalam hal hak dan kewajiban suami isteri, perlindungan terhadap anak yang lahir
dari perkawinan tersebut hingga pengaturan harta benda yang diperoleh selama

perkawinan berlangsung.

1 Mahkamah Agung Rl “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan
dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. HIm. 65



Tujuan utama dari perkawinan idealnya adalah ikatan seumur hidup yang dibangun
atas komitmen dan kesepahaman, namun pada kenyataannya tidak semua
perkawinan dapat bertahan kekal. Perkawinan dianggap berakhir ketika salah satu
pasangan meninggal dunia, terjadi perceraian antara suami isteri dan berdasarkan
keputusan pengadilan. Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang
kompleks dan sensitif, yang berdampak signifikan tidak hanya pada pasangan yang
bercerai, tetapi juga pada anak-anak dan keluarga besar. Badan Pusat Statistik
(BPS) merilis data pada 22 Februari 2024 yang menyatakan bahwa jumlah
perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 408.347 kasus,
jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 8,88% dibandingkan pada tahun
sebelumnya yang mencapai 448.126 kasus.? Faktor-faktor seperti ketidakcocokan
antara suami isteri, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga serta

pengaruh lingkungan sosial dan budaya kerap kali menjadi faktor utama perceraian.

Proses perceraian tidak serta merta berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.
Sebaliknya, proses ini sering kali membutuhkan waktu yang cukup panjang dan
kesiapan yang matang dari kedua belah pihak yang bersengketa. Proses perceraian
melibatkan berbagai tahapan yang kompleks, seperti administratif, para pihak yang
terlibat harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku agar proses percerian
dapat terus berlanjut. Secara hukum, perceraian di Indonesia diatur dalam sistem
peradilan agama bagi pasangan muslim dan peradilan umum bagi pasangan non-
muslim. Pada sisi lain, perselisihan yang mendasari perceraian sering kali
memperumit jalannya proses, terutama ketika melibatkan isu hak asuh anak,

pembagian harta bersama, atau tuntutan nafkah.

Perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan
berbagai permasalahan hukum yang kompleks, termasuk pembagian harta bersama
atau harta gono-gini. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan
bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta
bersama juga di atur dalam KUHPerdata Pasal 199 yang menyatakan sejak

2 Badan Pusat Statistik “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023”
https://www.bps.qgo.id/id/statistics-
table/3/YVdoUllwVmITM2h4Y zFoV1psWkViRXhgTIZwRFVUMDKjMw==/jumlah-perceraian-
menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023 Diakses pada 19 Agustus pukul 21.15
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pernikahan dilangsungkan, secara hukum terbentuk harta bersama yang dimiliki
oleh suami dan isteri, kecuali jika ada ketentuan lain yang telah disepakati dalam
perjanjian perkawinan. Harta gono-gini merujuk pada kekayaan yang diperoleh
bersama oleh pasangan suami isteri selama masa perkawinan berlangsung, harta
tersebut merupakan hasil dari upaya bersama keduanya dan dianggap sebagai milik
bersama yang diperoleh selama pernikahan.®

Harta gono-gini menjadi salah satu masalah yang sering dipersengketakan ketika
pasangan bercerai. Penyelesaian sengketa ini memerlukan pendekatan yang
bijaksana dan adil untuk memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak diakui dan
dilindungi. Selain itu, kesiapan mental dan emosional para pihak juga menjadi
faktor penting yang memengaruhi keberlangsungan proses perceraian. Dalam
beberapa kasus, salah satu atau kedua belah pihak tidak sepenuhnya siap
menghadapi konsekuensi dari keputusan bercerai, yang dapat menghambat
penyelesaian konflik secara damai. Di sinilah peran mediasi menjadi krusial, karena
bertujuan untuk memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa

harus memperpanjang konflik di pengadilan.

Mediasi merupakan suatu proses negosiasi untuk menyelesaikan masalah, di mana
seorang pihak ketiga yang netral berperan aktif membantu pihak-pihak yang
bersengketa mencapai kesepakatan yang saling memuaskan, pihak ketiga ini tidak
memihak dan bekerja sama dengan para pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk
menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, tanpa memaksakan
keputusan.* Proses mediasi menawarkan solusi yang lebih damai dan efisien

dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang dan emosional.

Pengadilan Agama Gedong Tataan secara konsisten menerapkan proses mediasi
dalam setiap perkara yang ditangani. Salah satu jenis perkara yang diajukan adalah

sengketa harta bersama atau harta gono-gini. Berdasarkan data yang tercatat,

3 Ety Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan
Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif ”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01,
2013. HIm. 652

4 Susanti Adi Nugroho, “Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”,
Jakarta: Kencana, 2019. HIm. 22



terdapat empat perkara terkait harta gono-gini yang ditangani oleh Pengadilan
Agama Gedong Tataan, berikut adalah data mediasi sengketa harta gono-gini:

Tabel 1.1 Data Mediasi Sengketa Harta Gono-Gini

No Nomor Perkara Jenis Perkara
1 | 788/Pdt.G/2022/PA.Gdt Harta Bersama
2 | 236/Pdt.G/2023/PA.Gdt Harta Bersama
3 | 559/Pdt.G/2023/PA.Gdt Harta Bersama
4 | 51/Pdt.G/2024/PA.Gdt Harta Bersama

Keberhasilan mediasi di pengadilan tidak cukup hanya dengan regulasi tentang
mediasi dan pelaksaan mediasi secara profesional, selain dari hal itu keberhasilan
mediasi juga membutuhkan kesadaran yang mendalam dari masyarakat tentang
pentingnya makna perdamaian dalam kehidupan.® Keberhasilan mediasi juga
sangat bergantung pada kemauan dan kesepakatan kedua belah pihak untuk
berkompromi dan menemukan jalan tengah. Tidak jarang terjadi hambatan dalam
proses mediasi, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak puas

dengan hasil yang ditawarkan.

Peran mediator menjadi sangat penting untuk membantu menavigasi ketegangan
dan mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu,
tantangan lain yang dihadapi dalam mediasi adalah kurangnya pemahaman
masyarakat tentang proses mediasi dan manfaatnya. Oleh karena itu, penting untuk
meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang mediasi sebagai alternatif yang efektif
dan efisien dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini. Dengan mengeksplorasi
efektivitas mediasi dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan
kegagalan dalam mediasi serta peran mediator di Pengadilan Agama Gedong
Tataan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi
pengembangan praktik mediasi yang lebih baik dan lebih efektif dalam menangani

sengketa harta gono-gini akibat perceraian.

% Ach Rois dan Galuh Widitya Qomaro, “Tren Keberhasilan Medisi di Pengadilan Agama
Wilayah Madura dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya”, Bustanul Fuquha: Jurnal Bidang
Hukum Islam, Vol. 4, No. 3, 2023. HIm. 433



Berdasarkan hal di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Analisis Efektivitas Mediasi Dalam Sengketa Harta Gono-Gini

AKkibat Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang

dapat dikaji, yaitu:

1.

Bagaimanakah efektivitas mediasi dalam sengketa harta gono-gini akibat
perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan?

Bagaimanakah peran mediator dalam meningkatkan keberhasilan proses
mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1.

Ruang Lingkup Bidang limu

Penelitian ini termasuk dalam bidang IlImu Hukum Keperdataan khususnya
mengenai Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini
akibat perceraian.

Ruang Lingkup Kajian

Penulis memberikan batasan pada ruang lingkup kajian ini pada efektivitas
mediasi mengenai sengketa harta gono-gini yang timbul akibat perceraian dan
identifikasi mengenai faktor keberhasilan dan kegagalan dalam proses mediasi,

serta analisis peran mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasrkan dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

2.

Mengetahui dan memahami efektivitas mediasi dalam sengketa harta gono-gini
akibat perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan.
Mengetahui dan memahami peran mediator dalam meningkatkan keberhasilan

proses mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan.



1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai upaya menunjang
pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Keperdataan khususnya
mengenai efektivitas mediasi yang dibatasi pada sengeketa harta gono-gini yang
timbul akibat perceraian sebagai sumber informasi dan bahan bacaan agar
masyarakat mengetahui tentang prosedur penyelesaian sengketa harta gono-gini
melalui mediasi.

2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi
kepada masyarakat mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa
harta gono-gini yang timbul akibat perceraian dan sebagai sumbangan pemikiran

serta ilmu pengetahauan bagi penulis.



. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Definisi Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab nikaahun, yang merupakan bentuk dasar dari
kata kerja nakaha dan memiliki arti "berkumpul™ atau "bersetubuh”. Dalam bahasa
Indonesia, istilah nikaahun dikenal sebagai "kawin”.® Perkawinan merupakan
padanan dari kata kawin, berdasakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kawin
diartikan sebagai membentuk sebuah keluarga dengan pasangan dari jenis kelamin
yang berlawanan, di mana seseorang mengambil peran sebagai suami atau isteri.’
Dalam konteks hukum pernikahan diartikan sebagai sebuah akad atau perjanjian
yang mengesahkan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita sebagai suami

isteri.

Definsi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah
suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam status
pernikahan sebagai suami siteri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis
dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dipahami sebagai sebuah pernikahan,
yaitu sebuah ikatan yang sangat kuat atau mitsagan ghalidzan yang dilaksanakan
menurut ketentuan syariat islam. Perkawinan juga diatur oleh kaidah agama dan
katentuan adat yang diterapkan dalam masyarakat, sehingga terdapat keberagaman

dalam pelaksanaan dan pemahaman mengenai perkawinan di berbagai daerah.

® Wati Rahmi Ria. “Hukum Keluarga Islam”, Surabaya: UINSA Pers, 2017. Him. 1
7 Kamus. 2016. KBBI Daring. Diakses pada 23 Agustus 2024, dari
https://kbbi.kemendibud.go.id/entri/perkawinan
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Para ahli mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

1. Bachtiar
Menurut Bactiar perkawinan adalah pintu bagi dua hati untuk bertemu dalam
pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dalam
pekawinan, kedua pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban untuk
mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia dan harmonis.®

2. M. Thalib
M. Thalib berpendapat bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian
yang suci dan kokoh antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalani
kehidupan bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-
menyantuni, kasih mengasihi, dan menciptakan suasana kedamaian serta
kebahagiaan.®

3. Subekti
Subekti mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seoarang
pria dan seorang wanita untuk berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

4. Soediman Kartohadiprojo
Menurut Soediman perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara
seoarang pria dan seorang wanita yang memiliki sifat abadi.

Pernikahan merupakan sutau ikatan hukum yang sah antara seorang laki-laki dan

perempuan yang berlangsung dalam jangka waktu tidak terbatas, dengan tujuan

membentuk keluarga sejahtera dan kekal serta menciptakan keharmonisan di dalam

keluarga.

2.1.2 Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Perkawinan tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan, tetapi juga membawa
akibat hukum keperdataan antara suami dan isteri. Karena perkawinan bertujuan
untuk membangun keluarga yang bahagia, langgeng dan abadi yang berlandaskan

pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, maka penting untuk menetapkan hak dan

8 Aziz Bachtiar, “Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia”, Yogyakarta: Saujana, 2004.
Him. 13
® M. Thalib, “Buku Perkawinan Menurut Islam”, Bengkulu: Al-lkhlas, 1993



kewajiban bagi kedua belah pihak.!® Hak diartikan sebagai wewenang atau
kebebasan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau
mendapatkan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan kewajiban
merujuk pada tanggung jawab atau keharusan yang harus dipenuhi oleh seseorang,
yaitu suatu tindakan atau perilaku yang perlu dilakukan untuk memenuhi aturan,
norma atau kesepakatan yang ada. Ketika hak serta kewajiban suami isteri
terpenuhi, ikatan keluarga dapat berjalan dengan harmonis serta menciptakan

kehidupan keluarga yang sejahtera.

Hak dan kewajiban antara suami dan isteri diatur dalam Bab VI Pasal 30 hingga
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 30
Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Suami isteri memikul kewajiban
yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan
masyarakat”. Pasal tersebut menekankan bahwa suami dan isteri memiliki tanggung
jawab dalam membangun serta mempertahankan keutuhan rumah tangga, yang
menjadi sebagai pilar utama dalam masyarakat. Rumah tangga yang sehat dan kuat
tidak hanya memberikan fokus terhadap pasangan dan keluarga, tetapi juga
berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang beradab dan beretika.
Keberhasilan dalam menegakkan rumah tangga merupakan kontribusi langsung
terhadap kesejahteraan dan ketertiban sosial, hal tersebut menjadikannya komitmen

moral yang harus dijalankan oleh setiap pasangan.
Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

1. Hak dan kedudukan isteri memiliki kesetaraan dengan hal dan kedudukan
suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam interkasi sosial di
masyarakat.

2. Setiap pihak memiliki hak untuk melaksanakan perbuatan hukum.

3. Suami berperan sebagai kepala keluarga sementara isteri menjalankan peran
sebagai ibu rumah tangga

Kehidupan rumah tangga dan interaksi sosial, hak serta kedudukan isteri diakui

memiliki kesetaraan dengan hak dan kedudukan suami. Kesetaraan ini

10 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, “Hukum Perkawinan Islam”, Bandung:
Pustaka Setia, 2017. HIm. 22
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mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam pernikahan, kedua belah
pihak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum yang sah dan diakui secara
legal. Suami diakui sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga,
peran ini tidak mengurangi keseimbangan dalam hak dan tanggung jawab antara
keduanya hanya kelebihan suami terhadap isteri adalah hak memimpin dan
mengelola rumah tangga.'! Suami dan isteri harus dapat menjalankan peran masing-
masing dengan tetap menghormati serta menghargai hak individu satu sama lain.
Kesetaraan tersebut penting dalam kehidupan bermasyarakat, di mana suami dan

isteri harus saling mendukung dalam menjalankan peran sosial dan hukum mereka.
Pasal 32 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

1. Suami isteri harus memiliki tempat tinggal yang tetap.
2. Tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus ditetapkan
berdasakan kesepakatan antara suami dan isteri.

Kehidupan rumah tangga, memiliki kediaman yang tetap merupakan kebutuhan
mendasar bagi pasangan suami isteri. Kediaman tersebut bukan hanya sekadar
tempat tinggal fisik, tetapi juga menjadi simbol stabilitas dan keamanan dalam
pernikahan. Penentuan rumah sebagai tempat kediaman sesuai dengan ayat 1 di
atas, haruslah merupakan hasil kesepakatan bersama antara suami isteri dan tidak
ada paksaan diantara keduanya. Kesepakatan ini mencerminkan prinsip
musyawarah dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan, di mana kedua belah
pihak memiliki hak yang sama untuk menentukan lingkungan tempat mereka akan

membangun dan menjalani kehidupan keluarga.
Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi

bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara suami isteri tidak hanya
bergantung pada ikatan formal atau kewajiban hukum, tetapi juga pada komitmen
emosional dan spiritual yang mendalam. Cinta dan penghormatan harus ada dalam

11 Laurensius Mamabhit, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran
Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, Lex Privatum, Vol. 1, No. 1, 2013. HIm. 19
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ikatan perkawinan guna memperkuat ikatan perkawinan. Dukungan lahir batin baik
dalam hal materi maupun emosional, menjadi fondasi yang memungkinkan
pasangan saling melengkapi dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Kewajiban ini
bukan hanya penting untuk kebahagiaan pribadi, namun juga untuk menjaga

keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga.
Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

1. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi isteri serta memenuhi segala
kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. lIsteri memiliki kewajiban dalam mengelola urusan keluarga dengan
semaksimal mungkin.
3. Jika diantara suami ataupun isteri mengabaikan kewajibannya, pihak yang
menderita kerugian berhak menyampaikan gugutan kepada Pengadilan.
Kewajiban suami dan isteri dalam rumah diatur dengan tujuan menciptakan
keharmonisan dan keselarasan. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab
untuk memberikan perlindungan kepada isteri dan memastikan kebutuhan rumah
tangga terpenuhi sesuai dengan kapasitas dan kesaggupannya. Sementara itu, isteri
bertanggung jawab dalam mengelola kebutuhan keluarga dengan optimal.
Kewajiban tersebut harus dikerjakan oleh keduanya dengan penuh tanggungjawab
demi menciptakan kehidupan yang nyaman dan harmonis bagi keluarga. Namun
dalam kenyataannya ada kemungkinan bahwa salah satu pihak bisa melalaikan
kewajibannya. Jika hal tersebut terjadi, baik suami maupun isteri memiliki hak

untuk mendapatkan keadilan melalui pengadilan.

2.1.3 Harta Perkawinan

Harta gono-gini dalam konteks hukum dikenal sebagai harta bersama. Ketentuan
yang berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan tertuang dalam Pasal 35, 36
dan 37 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan
tentang definisi harta bersama yang terdapat dalam Pasal 1 huruf (f) yang
menyebutkan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan yang disebut Syirkah
merujuk pada harta yang diperoleh oleh suami maupun isteri, baik secara individu
maupun bersama selama masa perkawinan. Harta ini dikenal sebagai harta bersama,

tanpa memandang atas nama siapa harta tersebut terdaftar atau tercatat.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 harta benda yang
diperoleh dalam masa perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian dalam ayat
(2) menjelaskan tentang harta bawaan dari pihak suami atau isteri, serta segala harta
benda yang diperoleh secara pribadi melalui warisan atau hadiah tetap berada di
bawah penguasaan penuh pihak yang menerimanya selama para pihak tidak
menentukan dalam perjanjian lain. Pasal 36 ayat (1) menjelaskan tentang harta
bersama, baik suami atau isteri dapat bertindak berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak. Dalam Pasal 36 ayat (2) menjelaskan mengenai harta bawaan para
pihak, bahwa suami dan isteri memiliki hak seluruhnya untuk melakukan perbautan
hukum atas harta bendanya sendiri. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU
Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan mengenai harta bersama apabila terjadi akibat

perceraian maka hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan hukumnya sendiri.

Harta gono-gini merupakan harta bersama, baik berupa benda bergerak maupun
tidak bergerak, yang dihasilkan dalam ikatan perkawinan. Harta tersebut diartikan
sebagai milik bersama suami dan isteri, kecuali harta bawaan yang meliputi
warisan, hadiah, dan hibah yang diterima dari orang tua masing-masing.'? Sejak
ikatan perkawinan terjalin dan selama berlangsungnya perkawinan, terjadi
penyatuan harta kekayaan antara suami dan isteri, meliputi harta bergerak maupun
tidak bergerak, baik yang dimiliki saat ini maupun yang akan diperoleh di kemudian

hari.t®

Harta dalam perkawinan diatur dengan sangat hati-hati untuk melindungi
kepentingan kedua belah pihak, yakni suami dan isteri. Harta dalam perkawinan
terbagi menjadi beberapa kategori utama yang memiliki peran penting dalam
menentukan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Jenis-jenis harta

perkawinan adalah sebagai berikut:

12 Adi Bahari “Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh
Anak” Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016. Him. 143
13 1bid. HIm. 145
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1. Harta Bawaan
Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki oleh suami atau isteri yang
dibawa ke dalam perkawinan.}* Hal tersebut dapat dimaknai bahwa harta
bawaan adalah semua aset atau kekayaan yang telah diperoleh oleh salah satu
pihak sebelum ikatan perkawinan terjadi. Misalnya, harta yang dimiliki oleh
suami atau isteri sejak sebelum menikah, termasuk tanah, rumah, kendaraan,
atau harta bergerak lainnya, tetap menjadi milik pribadi masing-masing.
Mengenai harta bawaan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Harta Bersama
Harta bersama atau sering dikenal dengan istilah harta gono-gini merupakan
segala bentuk harta yang diperoleh oleh suami atau isteri selama masa
perkawinan berlangsung. Harta ini mencakup segala bentuk kekayaan yang
diperoleh secara bersama-sama, baik itu harta bergerak seperti kendaraan,
perhiasan, maupun harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang dibeli
selama perkawinan. Dalam hal ini peraturan yang mengaur tentang harta
bersama adalah Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun
1974,

3. Harta Warisan
Definisi harta warisan adalah segala bentuk aset atau kekayaan yang diperoleh
oleh suami atau isteri sebagai hasil dari peninggalan almarhum keluarga atau
pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan hukum, harta warisan dianggap sebagai
harta pribadi dari pihak yang menerimanya, dan oleh karenanya tidak dapat
dijadikan sebagai bagian dari harta bersama yang dimiliki oleh kedua
pasangan. Menurut Pasal 35 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
harta yang didapat oleh salah satu pasangan melalui warisan tetap menjadi
milik pribadi pihak penerima, dan tidak tercampur dengan harta bersama yang

dihasilkan semasa perkawinan berlangsung.

14 Azwir Amir Sadi, “Harta Bawaan Menurut KHI Dan KUHpe”, Jurnal El-Thawalib, Vol.
2, No. 4, 2021. HIm. 230
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4. Hadiah
Hadiah merujuk pada segala bentuk aset atau kekayaan yang diterima oleh
suami atau isteri sebagai pemberian dari pihak ketiga selama masa perkawinan
berlangsung. Sumai maupun isteri terhadap harta yang diperoleh masing-
masing suami maupun isteri sebagai hadiah ataupun warisan merupakan harta
maisng-masing sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian lain.*> Pemberian
ini bisa berasal dari siapa saja di luar hubungan perkawinan, seperti dari orang
tua, kerabat, teman, atau pihak lain yang dengan sukarela memberikan hadiah
dalam bentuk barang atau uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh
oleh salah satu pihak melalui hadiah, hibah, atau pemberian lain selama
perkawinan berlangsung tetap menjadi milik pribadi dari pihak penerima.

5. Harta yang ditentukan dalam Perjanjian Perkawinan
Selain dari jenis harta yang telah dijelaskan tersebut, harta terpisah juga dapat
dibentuk melalui perjanjian perkawinan yang disepakati oleh suami dan isteri
sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan, atau lebih dikenal
dengan prenuptial agreement, adalah perjanjian yang mengatur pemisahan
harta antara suami dan isteri, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak
masing-masing pihak terhadap aset yang dimiliki. Perjanjian ini harus dibuat
secara tertulis dan disahkan pegawai pencatatan perkawinan atau notaris
sebelum perkawinan berlangsung. Mengenai perjanjian perkawinan dalam
Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 29.

Terdapat beberapa jenis harta yang diatur dengan spesifik untuk melindungi hak

dan kewajiban suami dan isteri yang terdapat dalam sistem perkawinan di

indonesia. Harta bawaan, harta bersama, harta warisan, hadiah dan harta yang

ditentukan dalam Perjanjian Perkawinan adalah kategori utama harta dalam

perkawinan. Pengaturan yang jelas mengenai jenis-jenis harta perkawinan

bertujuan untuk memastikan bahwa pihak suami maupun isteri mendapatkan

15 Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang
Perkawinan dan KUH Perdata”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 17, No. 4, 2017. HIm. 448
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perlindungan yang setara baik selama masa perkawinan maupun apabila terjadi

perceraian.
2.2 Perceraian
2.2.1 Definisi Perceraian

Perceraian berasal dari kata "cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), perceraian didefinisikan sebagai pisah atau terputusnya hubungan antara
suami dan isteri.!® Dalam perspektif bahasa, istilah "cerai" berakar dari kata "at-
Thalag" yang memiliki makna melepaskan atau meninggalkan.!” Perceraian
merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan, dalam Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena
adanya tiga perkara, yaitu: Kematian, Perceraian dan atas Keputusan Pengadilan.
Putusnya perkawinan akibat kematian terjadi secara otomatis ketika salah salah satu
pasangan, baik suami maupun isteri meninggal dunia, dalam hal ini putusnya
perkawinan tersebut tidak memerlukan keputusan pengadilan atau proses formal
lainnya, karena peristiwa tersebut terjadi secara alami dan otomatis mengakhiri
hubungan pernikahan. Adapun perceraian dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974

menyebutkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui Sidang Pengadilan setalah upaya
perdamian yang dilakukan oleh Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak.

2. Perceraian harus didasarkan pada alasan yang cukup kuat, yakni adanya
ketidakmungkinan bagi suami dan isteri untuk hidup rukun sebagai pasangan.

3. Tatacara percerian di depan sidang Pengadilan diatur dalam ketentuan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata materi tentang Perceraian
diatur dalam Pasal 207 hingga Pasal 232. Berdasarkan ketentuan Pasal 207

KUHPerdata gugatan perceraian dalam suatu perkawinan wajib diajukan ke

16 Kamus. 2016. KBBI Daring. Diakses pada 31 Agustus 2024, dari
https://kbbi.kemendibud.go.id/entri/perceraian

17 Nunung Rodliyah, “Hukum Islam; Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam”,
Yogyakarta: Graha IImu, 2019. Him. 145
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pengadilan negeri yang yurisdiksinya mencakup tempat tinggal utama suami pada
saat pengajuan permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 831 Reglemen Acara
Perdata. Namun, apabila suami tidak memiliki tempat tinggal utama atau menetap
di tempat tertentu, gugatan dapat diajukan berdasarkan tempat tinggal suami yang
sebenarnya. Jika suami tidak memiliki kediaman pokok atau tempat tinggal yang
jelas di Indonesia pada saat pengajuan gugatan, maka isteri dapat mengajukan

gugatan ke pengadilan negeri yang sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya sendiri.
Terdapat beberapa alasan yang dapat menjadi dasar terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya tindakan Perzinahan;

2. Meninggalkan rumah bersama dengan niat yang tidal baik;

3. Dijatuhi hukuman penjara dengan masa pidana lima tahun atau lebih setelah
pernikahan berlangsung;

4. Percederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pasangan
yang membahayakan keselamatan jiwa atau menyebabkan luka serius.

Berdasarkan penjelasan Pasal 209 KUHPerdata tersebut, perceraian dapat terjadi

dengan alasan-alasan yang sangat serius, seperti perzinahan, tindakan

meninggalkan rumah dengan niat buruk, hukuman penjara yang panjang, dan

penganiayaan berat. Alasan-alasan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak

diperbolehkan sembarangan, melainkan hanya pada situasi di mana hubungan

pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena adanya pelanggaran hak atau

ancaman terhadap salah satu pasangan. Dengan demikian, peraturan tersebut

menekankan perlunya kehati-hatian dalam memutuskan perceraian, guna

melindungi kepentingan dan keselamatan pihak yang dirugikan.
2.2.2 Jenis Perceraian

Hakikat pernikahan adalah membangun keluarga yang tetap utuh. Harmonis dan
sejahtera sepanjang kehidupan rumah tangga. Namun, tujuan ideal tersebut tidak
selalu dapat tercapai dalam realitas. Terkadang, perceraian menjadi pilihan yang tak
terelakkan ketika suami dan isteri tidak lagi menemukan keselarasan dalam
kehidupan rumah tangga.*® Dalam kondisi seperti itu, mempertahankan pernikahan

18 Muhammad Syaifuddin, dkk. “Hukum Perceraian”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Him.
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mungkin tidak lagi memungkinkan. Oleh karena itu, perpisahan yang dilakukan
secara baik-baik dapat menjadi solusi terbaik demi kebaikan semua pihak yang
terlibat.

Perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu
cerai talak dan cerai gugat.

1. Cerai Talak (kehendak suami)
Cerai talak merupakan salah satu bentuk perceraian yang diakui dalam sistem
hukum di Indonesia. Dalam masyarakat islam cerai talak menyatakan putusnya
hubungan perkawinan padaa saat suami mengucapkanya pada istrinya.'®
Prosedur cerai talak memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam ketentuan
perundang-undangan nasional maupun dalam hukum Islam yang telah diadopsi
oleh sistem hukum di Indonesia. Cerai talak diatur dalam beberapa peraturan
hukum, salah satunya adalah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, khususnya Pasal 39 yang menjelaskan bahwa perceraian dapat
terjadi jika pengadilan memutuskan adanya alasan yang cukup untuk berpisah.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi landasan hukum bagi umat Islam
dalam mengatur tata cara perceraian, termasuk cerai talak. Menurut Pasal 117
KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah
pengadilan tersebut berupaya mendamaikan suami dan isteri.
2. Cerai Gugat (kehendak isteri)

Cerai gugat adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh isteri kepada suami
melalui proses pengadilan. Prosedur cerai gugat memiliki aturan yang jelas dan
bertujuan melindungi hak-hak isteri serta menjaga keseimbangan dalam
hubungan perkawinan. Dalam cerai gugat, isteri mengajukan permohonan cerai
dengan alasan-alasan tertentu yang dianggap dapat mengakhiri hubungan
perkawinan secara sah di mata hukum. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam menyatakan bahwa seorang isteri dapat mengajukan permohonan cerai
ke Pengadilan Agama apabila memiliki alasan-alasan tertentu yang sah

menurut hukum. KHI juga mengatur beberapa alasan yang dapat digunakan

19 Fikri, Saidah, Aris, Wahidin “Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum
Nasional di Indonesia”. Al-Ulum, Vol. 19, No. 1, 2019. HIm. 153



18

sebagai dasar gugatan cerai, seperti suami tidak menafkahi, melakukan
kekerasan, atau melakukan tindakan yang merugikan isteri. Cerai gugat
membawa beberapa konsekuensi hukum yang penting bagi kedua belah pihak,
terutama terkait pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan kewajiban suami
untuk memberikan nafkah setelah perceraian.
Perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat terletak pada pihak yang mengajukan
perceraian, prosedur pelaksanaan, serta alasan-alasan perceraian yang dapat
digunakan. Cerai talak lebih bersifat sebagai hak prerogatif suami yang diatur oleh
hukum Islam, sedangkan cerai gugat memberikan hak kepada isteri untuk
mengakhiri perkawinan dengan alasan-alasan yang lebih spesifik dan melalui

proses pengadilan yang ketat.
2.2.3 Akibat Perceraian

Akibat merupakan dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan sebagai hasil dari
terjadinya sesuatu perkara. Akibat hukum mencakup segala efek yang muncul baik
secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hak dan
kewajiban para pihak yang terlibat. Akibat pustunya perkawinan karena perceraian
diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menjelaskan akibat

yang timbul karena perceraian, diantaranya adalah:

1) Baik ibu atau bapak memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak
demi kepentingan terbaik bagi anak; apabila terdapat perselisihan mengenai
hak pengasuhan, maka keputusan akan ditetapkan oleh Pengadilan;

2) Tanggung jawab pemenuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak berada
pada bapak; apabila bapak tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut,
Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu turut menanggung baiaya yang
diperlukan;

3) Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah atau
menetapkan kewajiban tertentu kepada mantan isteri sesuai dengan

pertimbangan hukum yang berlaku.
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Perceraian membawa sejumlah akibat hukum yang signifikan bagi suami, isteri,

anak-anak, serta harta kekayaan yang dimiliki selama perkawinan berlangsung.?

Akibat dari perceraian ini dapat dibagi menjadi beberapa hal diantaranya ialah:

1.

Akibat terhadap status Suami dan Isteri

Perceraian secara resmi mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan
isteri. Status hukum kedua belah pihak berubah dari pasangan yang terikat
secara sah menjadi individu yang tidak lagi terikat oleh hak dan kewajiban
sebagai suami-isteri. Suami akan berstatus sebagai duda, sementara isteri akan
berstatus sebagai janda. Dalam hal ini, perceraian membawa konsekuensi
bahwa kedua belah pihak berhak untuk menikah lagi dengan orang lain setelah
putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 41 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu akibat langsung
dari perceraian adalah berakhirnya hak dan kewajiban suami-isteri untuk hidup
bersama.

Akibat terhadap Anak

Perceraian berpengaruh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan
tersebut. Setelah perceraian, pengadilan memutuskan siapa yang akan
mendapatkan hak asuh anak. Apabila anak hasil dari perceraian masih kecil
dam membutuhkan pengasuhan maka hak asuh akan diberikan kepada ibu.?
Hal tersebut juga bergantung kepada keputusan hakim berdasarkan
kesejahteraan anak dan kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi
kebutuhan anak. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa baik ayah
maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka,
meskipun hak asuh jatuh kepada salah satu pihak. Pihak yang tidak
mendapatkan hak asuh tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah bagi

anak-anak tersebut.

2 QOktavianus Immanuel Nelwan, “Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau dari

Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” Lex Privatum, Vol. 7, No. 3, 2019. Him.

104

2 Nunung Rodliyah, “Hukum Islam; Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam”,

Yogyakarta: Graha IImu, 2019. Him. 161
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3. Akibat terhadap Harta
Akibat terhadap harta apabila terdapat perjanjian perkawinan yang telah
disepakati terkait pengaturan dan kedudukan harta dalam perkawinan, maka
penyelesaian harta tersebut harus dilakukan sesuai dengan perjanjian yang
telah disepakati dalam akad perkawinan.?? Perjanjian ini berfungsi sebagai
pedoman hukum yang mengikat kedua belah pihak, memastikan bahwa hak
dan kewajiban masing-masing pihak terkait pengurusan harta telah ditetapkan
dengan jelas. Namun, apabila tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur
mengenai harta bersama, maka penyelesaian harus dilakukan dengan
mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Hal ini berarti bahwa
pembagian harta tidak boleh merugikan salah satu pihak, serta harus dilakukan
secara bijak dan transparan untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.
Perceraian membawa dampak yang luas, tidak hanya pada status perkawinan, tetapi
juga pada anak-anak, hak nafkah dan harta kekayaan. Pengaturan yang adil dan
bijak oleh pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua

pihak yang terlibat, terutama anak-anak agar dapat terlindungi dengan baik.
2.3 Mediasi
2.3.1 Definisi Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan mendefinisikan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan
dibantu oleh mediator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mediasi
diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu
perselisinan sebagai penasihat.?® Proses ini dilakukan secara sukarela dengan
mengedepankan prinsip mufakat, di mana para pihak memiliki kesempatan untuk
mendiskusikan kepentingan mereka secara langsung dan terbuka, dengan bantuan

mediator yang berperan sebagai fasilitator tanpa memihak. Mediasi menjadi pilihan

22 |bid. HIm. 162
23 Kamus. 2016. KBBI Daring. Diakses pada 23 Agustus 2024, dari
https://kbbi.kemendibud.go.id/entri/mediasi
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yang banyak digunakan karena sifatnya yang fleksibel, rahasia, dan berorientasi
pada kepentingan bersama.

Regulasi yang penting tentang mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma)
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, merupakan
ketentuan yang mewajibkan para pihak dalam sengketa perdata untuk terlebih
dahulu menjalani proses mediasi sebelum memasuki tahap pembuktian di
pengadilan. Aturan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan, mendorong
penyelesaian sengketa yang lebih cepat, serta menciptakan solusi yang lebih
memuaskan bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga menjadi
landasan hukum penting yang mengatur tentang mediasi sebagai salah satu metode

penyelesaian sengketa alternatif.
2.3.2 Prinsip-Prinsip Mediasi

Berbagai literatur menyebutkan bahwa terdapat sejumlah prinsip yang mendasari
pelaksanaan mediasi. Prinsip dasar (basic principle) ini berfungsi sebagai landasan
filosofis yang menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan proses mediasi.?*

Beberapa prinsip mediasi adalah sebagai berikut:

1) Mediasi Bersifat Sukarela
Mediasi bersifat sukarela berarti bahwa proses penyelesaian sengketa melalui
mediasi dilakukan atas dasar kehendak bebas dari para pihak yang terlibat.
Tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun dalam memutuskan
untuk mengikuti mediasi. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan
apakah mereka ingin mencoba menyelesaikan permasalahan mereka melalui
mediasi atau melanjutkan ke jalur hukum formal. Prinsip sukarela ini
menegaskan bahwa keterlibatan dalam mediasi harus berdasarkan kesadaran
dan kemauan bersama untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan,
serta memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menerima atau menolak

hasil yang dicapai.

24 Susanti Adi Nugroho, “Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”,
Jakarta: Kencana, 2019. HIm. 42
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Lingkup Sengketa pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Prinsip ini mengandung makna bahwa mediasi umumnya digunakan untuk
menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan perkara-perkara perdata,
yakni yang melibatkan hak-hak dan kewajiban antar individu atau badan
hukum dalam ranah privat. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi lebih
diarahkan pada penyelesaian konflik yang dapat diselesaikan secara damai,
melalui kesepakatan yang bersifat win-win solution di antara para pihak yang
bersengketa.

Proses Sederhana

Prinsip ini merujuk pada mediasi sebagai suatu mekanisme penyelesaian
sengketa yang tidak memerlukan prosedur yang rumit sebagaimana dalam
proses litigasi di pengadilan. Dalam mediasi, prosedurnya lebih fleksibel dan
informal, sehingga memudahkan para pihak yang bersengketa untuk berdiskusi
secara terbuka dengan bantuan mediator. Sederhananya proses ini juga
memungkinkan mediasi untuk lebih cepat dan efisien dibandingkan
penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal, serta meminimalkan biaya
dan waktu yang diperlukan.

Menjaga Kerahasiaan Sengketa

Prinsip ini memiliki makna bahwa dalam proses mediasi, segala informasi yang
berkaitan dengan sengketa serta hal-hal yang dibahas selama mediasi harus
dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat, termasuk mediator.
Prinsip kerahasiaan ini menjadi elemen penting dalam mediasi untuk
memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada para pihak, sehingga mereka
dapat berbicara dengan bebas tanpa khawatir bahwa informasi yang mereka
ungkapkan akan digunakan di luar konteks mediasi atau disebarluaskan kepada
pihak ketiga. Prinsip ini berfungsi untuk melindungi privasi para pihak dan
menjaga integritas proses mediasi itu sendiri, serta memungkinkan terciptanya
lingkungan yang kondusif untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan
damai.

Mediator Bersifat Netral dan Sebagai Penengah

Pada prinsip ini mengandung arti bahwa dalam proses mediasi, mediator

memiliki peran penting untuk menjaga netralitas dan ketidakberpihakan
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terhadap salah satu pihak yang bersengketa.® Sebagai penengah, mediator
harus bersikap netral dan tidak boleh menunjukan keberpihakan atau memiliki
kepentingan pribadi dalam sengketa yang sedang ditangani. Tugas mediator
adalah memfasilitasi komunikasi antara para pihak, membantu mereka
memahami masalah secara objektif serta mencari solusi yang saling
menguntungkan. Netralitas ini memastikan bahwa mediator tidak memberikan
tekanan, memaksakan pendapat atau memihak pada salah satu pihak,
melainkan berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencapai
kesepakatan secara sukarela dan dengan itikad baik. Sikap netral mediator akan
menjaga keseimbangan proses mediasi sehingga solusi yang dihasilkan
mencerminkan kepentingan dan keinginan bersama kedua belah pihak.

2.3.3 Peran dan Fungsi Mediator

Seorang mediator dalam menjalankan tugasnya perlu memahami bahwa
keterlibatan yang terlalu mendalam dalam substansi sengketa dapat berisiko,
apabila mediator terlalu dominan dalam mengarahkan solusi, maka ada
kemungkinan hasil akhir atau kesepakatan yang dicapai tidak akan sepenuhnya
dianggap sebagai hasil dari pemikiran dan kesepakatan para pihak berperkara,
melainkan sebagai hasil dari intervensi mediator, sehingga para pihak atau salah
satu pihak merasa kurang memiliki kesepakatan tersebut dan tidak menerimanya

dengan sepenuh hati.?®

Mediator memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kelancaran dan
keberhasilan perundingan. Mediator tidak hanya bertindak sebagai penghubung
antara para pihak yang bersengketa, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi strategis
untuk memastikan bahwa perundingan berjalan sesuai dengan tujuan.?’ Salah satu
tanggung jawab penting mediator adalah mempersiapkan dan membuat notulen
pertemuan, yang bertujuan untuk mencatat secara rinci jalannya diskusi dan

perkembangan yang dicapai dalam setiap sesi. Selain itu, mediator juga berperan

% Lalu Moh. Fahri, “Mediator dan Perannya Dalam Resolusi Konflik”, PENSA: Jurnal
Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 1, 2021. HIm. 121

% Nurnaningsih Amriani “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan”, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011. Hlm. 62

2 1bid. HIm. 63



24

dalam merumuskan titik temu atau kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak,
sehingga dapat tercipta pemahaman bersama mengenai solusi yang diinginkan.

Mediator berperan dalam membantu para pihak memahami bahwa sengketa
bukanlah ajang untuk saling mengalahkan, melainkan suatu permasalahan yang
perlu diselesaikan melalui kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.
Mediator juga bertugas menyusun dan mengusulkan berbagai alternatif pemecahan
masalah, yang diharapkan dapat memberikan pilihan yang adil dan menguntungkan
bagi kedua belah pihak. Tidak hanya berhenti pada penyusunan alternatif, mediator
juga berperan dalam membantu para pihak untuk menganalisis setiap alternatif
pemecahan masalah yang diajukan, dengan tujuan agar setiap pihak dapat
memahami dampak dari setiap keputusan yang diambil, serta mengevaluasi solusi

yang paling efektif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
2.3.4 Tahapan Dalam Proses Mediasi

Dalam pelaksanaan mediasi, prosesnya dapat dibagi menjadi dua tahapan utama,

yaitu tahap pra-mediasi dan tahap mediasi.

1. Pra-Mediasi

Tahapan pra-mediasi merupakan langkah awal yang sangat penting, karena pada
fase hakim pemeriksa berkas perkara akan menjelaskan mengenai prosedur mediasi
kepada para pihak dan pada tahap pra mediasi juga para peihak akan menentukan
dan memilih seoarang mediator untuk membatu proses mediasi tersebut. Pada Pasal
17 Perma Nomor 16 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

menjelaskan tentang tahapan pra-mediasi:

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim
Pemeriksan Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menjalani proses Mediasi.

2. Kehadiran para pihak sebagaimana dimakasud pada ayat (1) harus berdasarkan
pemanggilan yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Jika salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama, pemanggilan dapat
dilakukan satu kali lagi sesuai dengan prosedur dalam praktik hukum acara.
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4. Jika terdapat lebih dari satu pihak dalam sengketa, mediasi tetap dilaksanakan
setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan, meskipun
tidak semua pihak hadir.

5. Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak bersifat
signifikan tidak akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan Mediasi.

6. Hakim Pemeriksa Perkara memiliki kewajiban untuk menjelaskan prosedur
mediasi kepada para pihak sebelum proses mediasi dimulai.

7. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

a. Pengertian dan manfaat Mediasi;

b. Para pihak berkewajiban untuk menghadiri secara langsung pertemuan
mediasi, serta memahami konsekuensi hukum yang timbul apabila salah
satu pihak bertindak dengan itikad tidak baik;

c. Jika menggunakan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan,
para pihak perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya biaya
tambahan yang timbul dalam proses mediasi;

d. Pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta
Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan

e. Para pihak wajib menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai
bentuk persetujuan terhadap prosedur dan ketentuan yang belaku dalam
proses Mediasi.

8. Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada
Para Pihak yang berisi penyataan bahwa:

a. Telah menerima penjelasan lengkap mengenai prosedur Mediasi dari
hakim pemeriksa perkara;

b. Memahami prosedur mediasi dengan baik; dan

c. Bersedia menjalani mediasi dengan itikad baik.

9. Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus
ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah
memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan formulir tersebut

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara.
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10. Keterangan mengenai penjelasan yang diberikan oleh Hakim Pemriksa Perkara
serta penandatanganan formulir penjelasan Mediasi, sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) wajib dicantumkan dalam berita acara sidang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2016 mengatur pula bagian dari
tahapan pra mediasi yang menentukan para pihak untuk memilih mediator yang

ditentukan dalam Pasal 19, bahwa:

1) Para Pihak memiliki hak untuk memilih satu atau lebih mediator yang terdaftar
dalam daftar Mediator di Pengadilan.

2) Jika Mediasi dilakukan dengan lebih dari satu mediator, maka pembagian tugas
di antara para Mediator harus ditentukan dan disepakati oleh mereka sebelum
proses mediasi berlangsung.

3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

2. Mediasi

Proses selanjutnya adalah tahap mediasi, di mana mediator memfasilitasi
perundingan antara para pihak secara langsung. Pada tahap ini, mediator membantu
para pihak untuk saling menyampaikan pandangan, mendengarkan argumen satu
sama lain, serta mencari solusi yang dapat diterima bersama. Proses ini berlangsung
secara interaktif, dengan mediator bertindak sebagai fasilitator netral yang
mengarahkan diskusi, membantu merumuskan kesepakatan, serta menjaga agar
jalannya perundingan tetap terfokus pada penyelesaian sengketa. Tahapan mediasi
sangat dinamis dan bergantung pada kemauan para pihak untuk bekerja sama demi

mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Tahapan dalam proses mediasi diatur dalam Bab V Perma Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 24 mengatur mengenai pelaksanaan

mediasi sebagai berikut:

1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak penetapan sebagaimana
dimasud dalam Pasal 20 ayat (5) Para Pihak dapat menyerahkan Resume

Perkara kepada pihak lawan dan Mediator sebagai dasar dalam proses mediasi.
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2) Proses Mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak ditetapkannya perintah untuk melakukan Mediasi.

3) Jika para pihak menyepakati, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang
maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

4) Atas permintaan Para Pihak, mediator dapat mengajukan permohonan
perpanjangan jangka waktu Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai
dengan alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Apabila tercapai kesepakatan dalam proses mediasi, para pihak dengan bantuan
mediator wajib merumuskan kesepakatan yang dicapai tersebut secara tertulis.
Kesepakatan ini kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak serta
mediator sebagai bukti persetujuan.?® Selanjutnya, Hakim yang menangani
perkara akan mengukuhkan kesepakatan tersebut menjadi sebuah akta
perdamaian, yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun, apabila mediasi
tidak menghasilkan kesepakatan, mediator harus membuat laporan tertulis yang
menyatakan bahwa mediasi telah gagal dan laporan ini kemudian disampaikan
kepada Hakim yang menyidangkan perkara. Dengan demikian, proses
pemeriksaan pokok perkara akan dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum

yang berlaku.
2.4 Teori Efektivitas Hukum
2.4.1 Definisi Teori Efektivitas Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesias (KBBI) mendefinisikan efektif sebagai berhasil
atau manjur atau mujarab.?® Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective
yang bermakna berhasil atau berhasil dilaksanakan. Efektivitas merujuk pada
tingkat keberhasilan suatu sistem, program atau kegiatan mencapai tujuan yang

telah ditentukan. Efektivitas hukum adalah suatu aktivitas yang menunjukan

2 Nurnaningsih Amriani “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan”, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011. Hlm. 67

2  Kamus. 2016. KBBI Daring. Diakses pada 23 Oktober 2024, dari
https://kbbi.kemendibud.go.id/entri/efektif
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strategi umum dalam merumuskan permasalahan melalui perbandingan antara

realitas hukum dengan ideal hukum.3°

Teori efektivitas hukum merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu hukum
yang bertujuan untuk mengevaluasi sejaun mana hukum mampu mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum
merujuk pada kemampuan suatu hukum untuk mengatur serta memengaruhi
perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, suatu
hukum dianggap efektif apabila dapat menghasilkan dampak hukum yang positif,
yaitu mampu mengarahkan atau mengubah perilaku individu sehingga lebih selaras
dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan.

Hans Kelsen, berpendapat bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh
validitas normatifnya, tetapi juga oleh sejauh mana norma-norma tersebut
diterapkan dalam praktik kehidupan nyata. Kelsen menegaskan bahwa efektivitas
hukum mencerminkan sejauh mana individu secara nyata berperilaku sesuai dengan
norma-norma yang telah ditetapkan dalam suatu sistem hukum.®? Dengan kata lain,
keberhasilan suatu peraturan hukum dapat diukur dari tingkat kepatuhan
masyarakat terhadap norma-norma tersebut dan bagaimana norma-norma tersebut

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2.4.2 Faktor-Faktor Pengaruh Efektivitas Hukum

Faktor-faktor adalah elemen-elemen atau bentuk tertentu yang memiliki peran
dalam memegaruhi hasil suatu kondisi atau fenomena. Dalam penelitian, faktor-
faktor dapat berasal dari lingkungan internla maupun eksternal dan berfungsi

sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan suatu kondisi atau fenomena.

30 Nur Laela Kusna, Tesis: “Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi
Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama
Ponorogo)”, Ponorogo: Juni 2023. Him. 30

31 Soerjono Soekanto, “Efektivitas Hukum dan Penerapan Saknsi”, Bandung: CV, Ramadja
Karya 1988. Him. 80

82 Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, Tarbiyatul
Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Vol. 6, No, 1, 2022. HIm. 50
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Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi
efektivitas suatu sistem hukum, adalah sebagai berikut:*3

1. Faktor Hukum Itu Sendiri
Efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas dan kejelasan norma
hukum yang ditetapkan. Norma hukum yang jelas, logis, dan tidak multitafsir
akan lebih mudah diterapkan dan dipatuhi. Sebaliknya, hukum yang tidak
konsisten atau ambigu seperti ketidakjelasan dalam penggunaan kata-kata
untuk merumuskan isi pasal, maka hal tersebut dapat menimbulkan
kebingungan, sehingga menghambat penerapannya di masyarakat.
2. Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum merupakan sosok teladan dalam masyarakat, yang
seharusnya memiliki kemampuan-kemapuan tertentu atau khusus, sesuai
dengan harapan dan aspirasi masyarakat. ** Kompetensi, integritas dan
profesionalisme penegak hukum sangat memengaruhi keberhasilan
penegakan hukum. Jika aparat hukum tidak mampu menjalankan tugasnya
dengan baik, efektivitas hukum akan menurun, dan masyarakat cenderung
kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.
3. Faktor Fasilitas dan Sarana

Tanpa tersedianya faslitas dan sarana yang memadai, penegakan hukum tidak
dapat berjalan dengan efektif. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang
memadai, seperti infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia,
merupakan elemen penting dalam mendukung pelaksanaan hukum. Tanpa
adanya dukungan sarana yang cukup, penegak hukum tidak dapat sepenuhnya
mencocokkan peran yang seharusnya mereka jalankan dengan kenyataan
peran yang ada di lapangan, sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas

hukum dalam menciptakan keadilan dan keteraturan.®®

3 Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Depok:
Rajawali Pers, 2022. HIm. 8

% 1bid. HIm. 34

% 1bid. HIm. 44
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4. Faktor Masyarakat
Penegakan hukum berakar dari masyarakat dan ditujukan untuk menciptakan
kerukunan serta kedamaian di dalam masyrakat.®® Masyarakat memiliki
pengatuan dan pandangan yang berebeda dalam menyikapi suatu
permasalahan karena berasal dari latar belakang dan pengalaman yang
beragam. Sikap, perilaku, dan kesadaran hukum masyarakat turut
menentukan tingkat kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat yang memiliki
kesadaran hukum yang tinggi akan lebih mudah menerima dan menjalankan
aturan yang berlaku. Namun, jika masyarakat cenderung tidak peduli atau
menolak norma hukum, maka efektivitas hukum akan sulit dicapai.
5. Faktor Kebudayaan

Sistem hukum pada hakikatnya memiliki nilai-nilai fundamental, sehingga
menjadi dasar bagi penerapan hukum, nilai-nilai tersebut merupakan konsep
asbtrak yang menentukan apa yang dipandang baik dan diterima oleh
masyarakat, serta apa yang dipandang negatif serta harus dihindari.3” Nilai-
nilai budaya dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat juga
memengaruhi penerimaan terhadap hukum. Jika hukum selaras dengan
budaya dan norma yang dianut, maka masyarakat cenderung lebih mudah
mematuhi hukum tersebut. Sebaliknya, jika hukum dianggap bertentangan
dengan nilai-nilai budaya lokal, penerapannya akan menghadapi resistensi

dari masyarakat.

% 1bid. HIm. 45
37 1bid. HIm. 59
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2.5 Kerangka Berfikir

4.[ Perceraian ]47
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gono-gini akibat perceraian proses mediasi
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Keterangan:

Perceraian yang melibatkan suami dan istri sering kali berujung pada sengketa harta
gono-gini. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut, Pengadilan Agama Gedong
Tataan mengedepankan proses mediasi sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan
damai antara para pihak yang bersengketa. Proses mediasi ini dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan mediasi di
lingkungan peradilan. Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara

efisien tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang.

Mediasi berfungsi sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa, termasuk
sengketa harta gono-gini, di Pengadilan Agama Gedong Tataan. Fokus utamanya
adalah pada pengoptimalan peran mediasi untuk meningkatkan efisiensi
penyelesaian perkara, mengurangi beban persidangan, dan mencapai hasil yang adil
bagi semua pihak. Mediator memiliki peran penting dalam memastikan proses
mediasi berjalan secara efektif. Hal ini mencakup kemampuan mediator dalam
memfasilitasi komunikasi, membantu para pihak memahami masalah, dan
menawarkan solusi yang adil dan berimbang. Kompetensi mediator yang tinggi,
sesuai dengan pedoman Perma No. 1 Tahun 2016, berkontribusi besar terhadap

keberhasilan mediasi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi
di Pengadilan Agama Gedong Tataan dalam kasus sengketa harta gono-gini, dengan
fokus pada faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi serta peran strategis

mediator dalam meningkatkan keberhasilan proses mediasi tersebut.



I11. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah
yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan
untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan
menganalisisnya. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan secara mendalam terhadap
faktor-faktor hukum yang relevan, untuk kemudian mengusahakan suatu
pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang memengaruhi fenomena hukum
tersebut.®® Penelitian hukum juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas
seseorang yang dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan hukum yang
bersifat akademik maupun praktis, berupa asas-asas hukum, norma-norma hukum,

serta hukum yang berkembang dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.3®

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode
penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah mengkaji
pelaksanaan hukum positif secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang
terjadi di masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.*® Dengan
demikian penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris yang mengkaji
peraturan hukum serta mengkaji efektivitas mediasi dalam sengketa harta gono-gini

akibat perceraian di Pengadian Agama Gedong Tataan.

38 Soerjono Soekanto, “Penganatar Penelitian Hukum”, Jakarta: Ul Press, 1981. HIm. 43

3 Zainudin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika, 2022. HIm. 19

40 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Bandung: PT. Citra Aditya,
2004. HIm. 53
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3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini termasuk dalam tipe
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran secara sistematis
mengenai fakta karakteristik, atau fenomena yang sedang diteliti yang hasilnya
akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian ini penulis
memaparkan mengenai efektivitas mediasi dalam sengketa harta gono-gini di

Pengadilan Agama Gedong Tataan.
3.3 Pendekatan Masalah Penelitian

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang
menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, termasuk
undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk
menganalisis serta mengevaluasi keberlakuan dan penerapan norma-norma tersebut
dalam kerangka sistem hukum yang berlaku. Maka penulis melakukan penelitian
ini dengan melakukan pendekatan terhadap mediator di Pengadilan Agama Gedong
Tataan guna meninjau efektivitas mediasi terhadap harta gono-gini yang terjadi
akibat perceraian, serta menganalisis peran mediator dalam meningkatkan

keberhasilan mediasi.
3.4 Data Dan Sumber Data Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer
adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber, yaitu melalui wawancara
dengan mediator di lokasi penelitian Pengadilan Agama Gedong Tataan. Data
sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka
berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku litelatur dan bahan hukum

tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
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Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan hukum yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat, bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain adalah:
a. Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi memberikan penjelasan
dan pemahaman lebih lanjut terkait bahan hukum primer. Bahan ini mencakup
berbagai literatur seperti buku-buku, litelatur terkait serta pendapat ahli hukum
yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, bahan hukum sekunder juga
mencakup sumber tertulis lainnya seperti makalah atau literatur akademik yang
mendukung analisis dan pemecahan masalah dalam penelitian hukum.

3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, atau sering disebut sebagai bahan hukum penunjang,
merupakan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum teriser dalam penelitian ini
berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel dan sumber dari internet, serta
referensi lainnya yang mendukung analisis dalam penelitian hukum, sehingga
memudahkan peneliti untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan
kajian hukum yang sedang dilakukan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini  merupakan penlitian empiris-normatif, sehingga metode
pengumpulan data yang diterapkan melibatkan dua pendekatan, yaitu studi pustaka
dan wawancara. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan berbagai referensi
teoritis dari literatur yang relevan, sedangkan wawancara digunakan untuk

mendapatkan informasi langsung dari narasumber terkait.
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1. Studi Pustaka
Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti
berbagai literatur yang relevan dengan bahan-bahan hukum yang tersedia.
Proses ini mencakup kegiatan membaca secara mendalam, mengutip informasi
penting, serta menganalisis materi-materi dari berbagai sumber kepustakaan.
Dalam hal ini studi pustaka yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah,
Peraturan Peerundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan,
peerceraian dan mediasi, serta menggunakan juga buku-buku dan bahan
pustaka lainnya yang berkaitan dnegan pokok-pokok permasalahan yang
sedang diteliti.

2. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan secara tatap muka kepada
narasumber. Narasumber merupakan individu yang memiliki keahlian,
kewenangan atau pengalaman dalam bidang hukum yang sejalan dengan
permasalahan yang sedang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan
Mediator Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Gedong Tataan. Melalui
wawancara, peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam dan

mendapatkan pandangan yang lebih jelas mengenai topik yang diangkat.

3.6 Metode Pengolahan Data

1. Seleksi Data
Proses seleksi data merupakan langkah penting dalam penelitian, di mana data
yang telah dikumpulkan dipilah secara cermat untuk menentukan bagian-
bagian yang paling relevan dan mendukung analisis lebih lanjut. Tujuan utama
dari tahap ini adalah memastikan bahwa hanya informasi yang signifikan dan
sesuai dengan tujuan penelitian yang diambil, sementara data yang kurang
relevan diabaikan. Proses ini dn ilakukan dengan memeriksa data secara
selektif guna mengetahui relevansi data yang dibutuhkan untuk menjawab

permasalahan dalam penelitian ini.
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2. Kilasifikasi Data
Klasifikasi data merujuk pada langkah penting dalam penelitian yang
melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan
karakteristik atau atribut yang relevan. Proses ini bertujuan untuk menyusun,
mengorganisir dan menyederhanakan agar informasi yang terkandung di
dalamnya lebih mudah diakses, dipahami serta dianalisis. Proses ini melibatkan
pengelompokan data sesuai dengan kategori atau aturan yang telah ditetapkan
dalam kerangka penelitian, dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang
dikumpulkan adalah yang paling relevan dan diperlukan untuk mendukung
analisis penelitian.

3. Sistematika Data (Data Systematising)
Proses sistematisasi data merupakan istilah yang mengacu pada proses
menyusun dan mengorganisir data yang telah dikumpulkan ke dalam pola
tertentu untuk mempermudah analisis yang terkait dengan penelitian. Proses
ini melibatkan pengelompokan, penyimpanan, dan pengaturan data dengan
tujuan agar data tersebut dapat diakses, dipahami serta dimanfaatkan secara
lebih efisien dan efektif. Melalui sistematisasi yang terorganisir, data yang
awalnya kompleks dapat diolah menjadi lebih terstruktur, sehingga
memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan yang lebih akurat dan

mendalam.

3.7 Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif. Pada proses ini
berfokus pada penguraian yang mendalam terhadap bahan hukum yang telah
didapat dan dikumpulkan. Analisis data kualitatif merupakan proses penguraian
data dalam bentuk kalimat yang terstruktur, sistemastis dan logis sehingga tidak
terjadi tumpang tindih dalam penyajian informasi. Pendekatan ini bertujuan untuk
memudahkan interpretasi serta pemahaman hasil terhadap hasil analisis, sehingga
kesimpulan dapat ditarik dengan jelas dan memberikan jawaban yang tepat
terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Setelah data disusun
secara sistematis, data akan dianalisis secara mendalam dari berbagai perspektif
yang relevan dengan cakupan penelitian, untuk dapat ditarik kesimpulan yang

akurat sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.



V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan, penelitian ini
menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas mediasi sengketa harta gono-gini dalam penelitian ini berdasakan
teori efektivtas hukum dapat ditinjau dalam dua bentuk. Pertama jika dilihat
dari penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 maka Perma tersebut sudah efektif
karena semua prosedur yang ada dalam Perma tersebut telah dilaksanakan serta
dijalankan dengan baik dan efektif. Kedua, jika efektivitas dilihat dari tingkat
keberhasilan mediasi, Perma tersebut dikatan sudah cukup efektif namun perlu
adanya peningkatan hasil keberhasilan mediasi karena hanya 50% data yang
menunjukan keberhasilan. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan
kegagalan dalam mediasi berdarskan teori efektivitas hukum meliputi, faktor
hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor
masyarakat dan kebudayaan. Dalam penelitian ini diperoleh faktor
keberhasilan dan kegagalan dalam mediasi meliputi, faktor internal, faktor
eksternal, adanya itikad baik dan tidak baik, adanya perjanjian dan kaukus.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut faktor masyrakat dan faktor internal
menjadi faktor yang paling menentukan dalam efektivitas mediasi.

2. Peran Mediator memegang peran strategis dalam penyelesaian sengketa,
seorang mediator harus dapat membuat suasana dalam mediasi menjadi
kondusif. Dalam hal ini peran mediator yang dapat meningkatkan keberhasilan
mediasi meliputi, mempelajari kasus secara mendalam, bersikap netral dan

tidak memihak, melakukan pendekatan emosional dan membacakan kembali
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hasil resume mediasi. Keprofesionalitasan seorang mediator sangat diperlukan
agar dapat menyelesaikan mediasi dengan baik dan menguntungkan semua

pihak atau win-win solution.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan studi mengenai efektivitas mediasi dalam sengeketa harta
gono-gini akibat perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan, penulis

menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Gedong Tataan, penulis menyarankan untuk menambah
jumlah mediator yang ada di Pengadilan agar dapat meningkatkan evektivitas
keberhasilan mediasi, karena keterbatasan jumlah mediator dapat menghambat
jalannya proses mediasi.

2. Masyarakat yang berada di wilayah domisili Pengadilan Agama Gedong
Tataan, penulis menyarankan untuk dapat memahami peraturan mediasi di
pengadilan. Perlu adanya sosialisasi dan juga pemberian kemudahan akses
terkait pengadilan dari Pengadilan Agama Gedong Tataan terkait Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, hal tersebut bertujuan supaya meningkatkan kesadaran hukum

dalam masyarakat tentang mediasi.
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